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GUBERNUR JAMBI
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMB]I,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2027;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7153);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6807);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024
tentang Harmonisasi  Kebijakan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara  Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Nomor 16);

15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Tahun 2021 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun
2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran
Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi
Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

(1)

(2)

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disebut
RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2027 yang dimulai pada
tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA
KERANGKA PENDANAAN

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2027

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

BAB VI : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VIII : PENUTUP



Pasal 2

RKPD Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam
menyusun :
a. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Tahun Anggaran 2027; dan
b. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2027.
Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 23 Juni 2026

GUBERNUR JAMBI,
ttd

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 23 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
<;Z Plt. Kepala BiroAykum,

M\AIi Zatmi, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002




